MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk percepatan pembangunan perumahan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan ketentuan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

2015 tentang Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin
Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 647);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 647), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1
(satu) angka yakni angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan
untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan
usaha penanaman modalnya.

Perusahaan adalah perseorangan atau badan
hukum yang telah memperoleh izin untuk
melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan
usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang
atau oleh badan hukum yang sama baik secara
langsung maupun melalui badan hukum lain,
dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian
rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut
dapat langsung atau tidak langsung menentukan
penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan wusaha di wilayah negara Republik

Indonesia.
Pangan Lainnya adalah kegiatan
pertanian/hortikultura, perkebunan, kehutanan,

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman.

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.



Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk

memperoleh Rumah.

Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal

2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap  Perusahaan yang telah  memperoleh

persetujuan Penanaman Modal wajib mempunyai

Izin Lokasi wuntuk memperoleh tanah yang

diperlukan untuk melaksanakan rencana

Penanaman Modal yang bersangkutan.

Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan

perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh

Perusahaan yang bersangkutan dalam hal:

a. tanah yang akan diperoleh merupakan
pemasukan (inbreng) dari para pemegang
saham;

b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah
yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain
dalam rangka melanjutkan pelaksanaan
sebagian atau seluruh rencana Penanaman
Modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu
telah diperoleh persetujuan dari instansi yang
berwenang;

c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam
rangka melaksanakan usaha industri dalam

suatu kawasan industri;



(4)

d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita
atau badan penyelenggara pengembangan
suatu kawasan sesuai dengan rencana tata
ruang kawasan pengembangan tersebut;

e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan
untuk perluasan itu telah diperoleh izin
perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sedangkan letak tanah tersebut
berbatasan dengan lokasi usaha yang
bersangkutan;

f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan
rencana Penanaman Modal tidak lebih dari:

1) 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk
usaha pertanian;

2) 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi)
untuk usaha bukan pertanian; dan

3) 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi)
untuk pembangunan rumah bagi MBR;

g. tanah yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan rencana Penanaman Modal
merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh
Perusahaan yang  bersangkutan  melalui
peralihan hak dari Perusahaan lain, dengan
ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di
lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang
Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi
penggunaan yang sesuai dengan rencana
Penanaman Modal yang bersangkutan.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Perusahaan yang bersangkutan memberitahukan

rencana perolehan tanah dan atau penggunaan

tanah  yang  bersangkutan  kepada = Kantor

Pertanahan.



Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1515



